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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Teori Legimitasi 
Legimitasi dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi atau sebuah status 
dan merupakan hasil akhir dari sebuah proses legimitasi. Yang mendasari teori 
legimitasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan 
masyarakat, dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. 
Corporate Social Responsibility (CSR) ialah komitmen perusahaan untuk 
memberikan kontribusi jangka panjang terhadap suatu isu tertentu di masyarakat 
atau lingkungan guna menciptakan lingkungan yang lebih baik, yang terdiri dari 
beberapa tanggungjawab, antara lain: aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. 
Peranan Program CSR merupakan salah satu implementasi dari konsep tata kelola 
perusahaan yang baik (Good Corporate Governance ). Diperlukan tata kelola 
perusahaan yang baik agar perilaku-perilaku bisnis mempunyai arahan yang bisa 
dirujuk dengan mengatur hubungan seluruh kepentingan pemangku kepentingan 
(stakeholders) yang dapat dipenuhi secara proposional, mencegah kesalahan-
kesalahan signifikan dalam strategi korporasi dan memastikan kesalahan-
kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera. Konsep ini mencakup berbagai 
kegiatan dan tujuannya adalah untuk mengembangkan masyarakat yang sifatnya 
produktif dan melibatkan masyarakat didalam dan diuar perusahaan baik secara 
langsung maupun tidak langsung, meski perusahaan hanya memberikan kontribusi 






dan membangun masyarakat dari berbagai bidang. Kegiatan CSR penting dalam 
upaya membangun citra dan reputasi perusahaan yang pada akhirnya 
meningkatkan kepercayaan baik dari konsumen maupun mitra bisnis perusahaan 
tersebut.       
Legimitasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau 
dicari perusahaan dalam masyarakat. Perusahaaan harus selalu mempedulikan 
keadaan sosial disekitarnya, karena dengan kepedulian tersebut keberlangsungan 
usaha perusahaan dapat diterima masyarakat. Masyarakat akan selalu menilai 
kinerja lingkungan yang telah dilakukan perusahaan, sehingga aktifitas 
perusahaan dengan harapan masyarakat harus diselaraskan. Praktik-praktik 
tanggungjawab sosial dan pengungkapan sosial yang dilakukan perusahaan dapat 
dipandang sebagai usaha untuk memenuhi suatu harapan-harapan masyarakat 
terhadap perusahaan. Perusahaan yang selalu berusaha untuk menyelaraskan diri 
dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan mengantisipasi terjadinya 
legimitacy gap maka perusahaaan tersebut dapat terus dianggap sah dan dapat 
terus bertahan hidup (Rokhmi 2007 dalam Handayani 2010). 
Tiling (2005) dalam Rokhmi (2007) dan Handayani (2010) menyebutkan 
adanya 2 (dua) level dari teori legimitasi. Teori legimitasi makro atau disebut juga 
teori legimitasi internasional, menjelaskan tentang struktur organisasi secara 
keseluruhan (kapitalisme misalnya, atau pemerintah) mendapatkan penerimaan 
dari masyarakat luas. Teori legimitasi yang kedua adalah pada level 
organisasional (kadang disebut teori legimitasi strategis), yang menyatakan 
legimitasi strategis dari kelompok-kelompok masyarakat. Dalam teori ini,  Tilling 
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(2005) dalam Rokhmi (2007) dan Handayani (2010) menyebutkan bahwa 
perusahaan berada dalam satu antara empat fase terkait legimitasinya, empat fase 
tersebut adalah : 
1. Membangun Legimitasi 
Fase ini mempresentasikan tahap awal pengembangan legimitasi oleh 
perusahaan dan cendrung terkena isu, terutama dalam aspek finansial. Namun 
perusahaan harus waspada terhadap “standar yang terbentuk secara social dan 
kualias kinerja yang diharapkan sesuai standar internasional. ” 
2. Menjaga Legimitasi 
Ini adalah fase dimana sebagian besar perusahaaan beroperasi. Menjaga 
legimitasi tidak semudah penempakkanya. Legimitasi adalah kontruk dinamis. 
“Pengharapan masyarakat tidak statis, seringkali berubah sejalan waktu dan 
membuat perusahaaan harus responsive terhadap lingkungan tempat 
beroperasi.” 
3. Memperluas Legimitasi 
Fase ini adalah fase ketika perusahaan memiliki pasar baru atau perubahan 
yang ada di pasar sekarang. 
4. Mempertahankan Legimitasi 
Legimitasi dapat terancam karena adanya insiden dan karenanya perlu untuk 
dipertahankan. Hal ini biasanya terjadi di perusahaan tambang.  
2. Auditing  
Audit yang lebih dikenal dengan istilah auditing. Audit merupakan suatu 




keadaan yang seharusnya ada. Audit bertujuan untuk melakukan verifikasi bahwa 
subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, 
dan praktik yang telah disetujui dan diterima. 
Audit lingkungan merupakan suatu pengujian mengenai dampak dari 
operasi suatu perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya, dampak tersebut bisa 
merupakan dampak yang berakibat langsung maupun tak langsung. 
Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis audit, menurut Soekrisno 
Agoes (2008:9-12) mengemukakan bahwa jenis audit jika ditinjau dari luasnya 
pemeriksaan terdiri atas: 
1. General Audit (Pemeriksaan Umum); 
2. Special Audit (Pemeriksaan Khusus). 
Jenis audit jika ditinjau dari jenis pemeriksaannya, menurut Soekrisno 
Agoes (2008:9), audit terdiri atas: 
1. Management Audit (Operasional Audit); 
2. Compliance Audit ( Pemeriksaan Ketaatan); 
3. Internal Audit (Pemeriksaan Intern); dan 
4. Computer Audit. 
2.1.Audit Lingkungan 
Audit lingkungan menurut A.H. Millichamp yang dialihbahasakan oleh 
Amin Widjaja Tunggal (2000:228) adalah sebagai berikut: 
“Audit lingkungan merupakan suatu penilaian yang sistematis, 
didokumentasikan, objektif mengenai bagaimana baiknya organisasi, manajemen, 
dan peralatan berprestasi dengan tujuan untuk memberi kontribusi mengamankan 
lingkungan dengan memudahkan pengendalian manajemen dari praktik-praktik 
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lingkungan, dan menilai ketaatan terhadap kebijakan perusahaan, yang termasuk 
memenuhi persyaratan peraturan dan standar-standar yang berlaku”. 
Menurut Wiku Adisasmito (2012:16), pengertian audit lingkungan adalah 
sebagai berikut: 
“Audit lingkungan merupakan suatu instrument untuk menguji ketaatan 
suatu kegiatan rumah sakit terhadap peraturan dan peundang-undangan dan 
peraturan lingkungan, standar, dan baku mutu lingkungan misalnya standar emisi 
udara, limbah cair dan penanganan limbah infeksius, serta prosedur-prosedur yang 
telah ditetapkan oleh rumah sakit atau standar operasional lainnya berhubungan 
seperti penataan terhadap hasil dan rekomendasi AMDAL (Rencana Pengelolaan 
Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan)”. 
Menurut International Organization for Standardization (ISO) 14000 
series pada Wiku Adisasmito (2012:15), mendefinisikan sebagai berikut: 
“Audit lingkungan sebagai suatu proses yang sistematis dan 
terdokumentasi dari evaluasi bukti-bukti yang dihasilkan secara objektif, dengan 
tujuan untuk menentukan apakah aktivitas-aktivitas, kejadian/peristiwa, kondisi-
kondisi, sistem manajemen atau informasi-informasi yang berhubungan dengan 
lingkungan memenuhi kriteria-kriteria audit dan mengkomunikasikan hasil proses 
ini kepada pelanggan.” 
Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. 03 
Tahun 2013 Tentang Audit Lingkungan Hidup, menyebutkan bahwa: “Audit 
Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan 
penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan 




tujuan untuk menentukan apakah pelaksanaan sistem manajemen lingkungan 
(SML) sesuai dengan pengaturan pengelolaan lingkungan yang sudah diterapkan 
secara benar dan dipelihara. 
2.1.1. Audit Lingkungan Rumah Sakit 
Secara umum audit lingkungan rumah sakit menurut Wiku Adisasmito 
(2012:20) yaitu sebagai suatu usaha atau kegiatan yang merupakan perangkat 
manajemen yang dilakukan secara internal atau oleh pihak ketiga oleh suatu 
rumah sakit sebagai tanggung jawab sebagai tanggung jawab pengelolaan dan 
pemantauan lingkungannya. 
Audit lingkungan rumah sakit bukan merupakan pemeriksaan resmi yang 
diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha 
proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan 
lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya 
pencegahannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumah sakit sebagai 
penghasil limbah terbesar jika tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik, 
akan menimbulkan pencemaran bagi lingkungan sekitarnya yang akan merugikan 
masyarakat bahkan rumah sakit itu sendiri. 
2.1.2. Manfaat Audit Lingkungan Rumah Sakit 
Audit lingkungan dilakukan rumah sakit sebagai langkah atau tindakan 
antisipatif terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pelanggaran 
pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, audit lingkungan yang dilakukan secara 
berkala merupakan hal yang sangat penting bagi rumah sakit, sehingga rumah 
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sakit yakin bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan rumah sakit telah memenuhi 
ketentuan yang mengatur pengelolaan lingkungan. 
Manfaat audit lingkungan rumah sakit menurut Wiku Adisasmito (2012 : 
23), diantaranya sebagai berikut: 
1. Pentaatan Peraturan dan Perundang-undangan Lingkungan 
Audit lingkungan merupakan cara untuk mendapatkan informasi 
mengenaimpotensi permasalahan non compliance pada rumah sakit. 
2. Penghematan 
Audit lingkungan menghindari kerugian financial, seperti penutupan, 
pemberhentian rumah sakit atau pembatasan oleh pemerintah serta 
mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi 
energi dan pengurangannya, pemakaian ulang dan daur ulang limbah. 
3. Meningkatkan Faktor Keamanan dan Keselamatan Kerja 
Audit lingkungan merupakan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara 
sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul, 
sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya. 
4. Meningkatkan Produktivitas Mengurangi Kerusakan Lingkungan 
Audit lingkungan mendorong upaya peningkatan pelaksanaan standar operasi, 
prosedur pengelolaan dan pemantauan termasuk rencana tanggap darurat, 
pemantauan dan pelaporan, serta meningkatkan tindakan yang telah 
dilaksanakan atau yang perlu dilakukan rumah sakit untuk memenuhi 
kepentingan lingkungan. 




Audit lingkungan yang berfungsi untuk meningkatkan penataan rumah sakit 
terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Hal ini merupakan 
jaminan untuk menghindari kecenderungan pengrusakan lingkungan. 
6. Pelaporan 
Laporan audit yang berguna bagi pihak intern maupun pihak ekstern, dan 
kelompok pemerhati lingkungan serta pemerintah yang berkaitan dengan 
pembuktian pelaksanaan pengelolaan lingkungan secara baik dan benar. 
2.1.3. Ruang Lingkup Audit Rumah Sakit 
Audit lingkungan rumah sakit perlu disusun sedemikian rupa sehingga 
dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan dapat memberikan kemudahan 
pengambilan keputusan pihak manajemen rumah sakit untuk melakukan 
manajemen lingkungan yang sesuai rekomendasi dan hasil audit. 
Untuk mencakup informasi yang dibutuhkan bagi rumah sakit, diperlukan 
ruang lingkup audit lingkungan yang bersifat fleksibel dan tergantung pada 
kebutuhan rumah sakit yang bersangkutan. Ruang lingkup audit lingkungan 
rumah sakit menurut Wiku Adisasmito (2012 : 29), dapat dibedakan dalam dua 
aspek sebagai berikut: 
1. Aspek Manajemen 
a. Pelaksanaan Kebijakan Rumah Sakit 
Kebijakan lingkungan adalah penggerak pelaksanaan dan perbaikan sistem 
manajemen lingkungan sehingga kebijakan lingkungan dapat memelihara 
dan secara potensial memperbaiki kinerja lingkungan. 
b. Efektivitas Program Lingkungan 
 19 
Pada aspek manajemen, audit lingkungan menilai efektivitas program 
lingkungan yang dilakukan sehingga rumah sakit dapat menentukan 
program lingkungannya. 
c. Efektivitas Prosedur 
Keberadaan suatu standar prosedur operasional menjadi keharusan bagi 
rumah sakit, prosedur tersebut disusun untuk mencapai standar dan 
keseragaman pelaksanaan, sehingga dapat dilakukan penilaian efektivitas 
prosedur. 
d. Komunikasi 
Setiap standar prosedur operasional yang ada melibatkan komunikasi dua 
arah antara rumah sakit dan pihak-pihak yang berkepentingan melibatkan 
informasi yang berhubungan dengan aspek lingkungan rumah sakit. 
e. Motivasi dan Kesadaran Pekerja 
Audit lingkungan menilai tingkat kesadaran dan motivasi para pekerja 
tentang pentingnya ketaatan persyaratan perlindungan lingkungan serta 
risiko dari ketidaktaatan. 
f. Pelatihan  
Program pelatihan membatasi kesenjangan pengetahuan sikap, dan 
perilaku pegawai rumah sakit terhadap pelaksanaan prosedur operasional 







2. Aspek Teknis 
a. Penaatan Peraturan 
Rumah sakit sebagai sarana yang menyelenggarakan kesehatan, dalam 
kegiatannya berpotensi menimbulkan pencemaran yang dapat merugikan 
lingkungan sekitar. Oleh karena itu, audit lingkungan berguna untuk 
menilai kepatuhan rumah sakit terhadap peraturan dan perundang-
undangan. 
b. Pencegahan Pencemaran 
Keterbatasan lahan pembuangan yang tersedia memerlukan upaya untuk 
mencari strategi lain yang lebih menekankan pendekatan pencegahan. 
c. Minimasi Limbah 
Minimasi limbah merupakan prioritas utama dalam pengelolaan limbah 
bahaya. 
d. Efisiensi Air 
Merupakan bagian dari usaha pencegahan pencemaran untuk mengurangi 
kebutuhan air nasional sehingga dapat menjamin bahwa sumber air cukup 
tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungannya. 
e. Efisiensi Listrik 
Rumah sakit sangat berpotensial dalam penggunaan listrik dalam jumlah 
besar, sehingga efisiensi penggunaan listrik sangat menguntungkan bagi 




2.1.4. Karakteristik Audit Lingkungan Rumah Sakit 
Berikut karakteristik audit menurut Wiku Adisasmito (2012 : 65) 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Sistematis 
Proses audit lingkungan rumah sakit harus dilaksanakan dengan tepat, 
mengikuti sistematika tertentu untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 
mulai dari proses awal sampai dengan akhir. 
2. Terdokumentasi 
Hasil pelaksanaan audit lingkungan harus dibuat laporannya untuk 
pemeriksaan, berkas dan bukti dikumpulkan selama proses audit 
berlangsung serta didokumentasikan secara jelas. 
3. Objektif 
Data dan hasil temuan selama proses audit harus berdasarkan fakta-fakta 
yang ada di lapangan, jangan sampai terjadi kesalahan karena 
subjektivitas. 
4. Metodologi yang Komprehensif 
Audit lingkungan rumah sakit dilakukan dengan mekanisme tertentu dan 
terperinci, sistematis, sesuai dengan prosedur pelaksanaan audit sehingga 
harus dilaksanakan dengan metodologi yang komprehensif dengan 
prosedur yang telah ditentukan. 
5. Konsep Pembuktian dan Pengujian 
Konsep pembuktian dan pengujian terhadap penyimpangan pengelolaan 




6. Pengukuran dan Penetapan Standar yang Sesuai 
Penetapan standar dan pengukuran terhadap kinerja lingkungan rumah 
sakit harus sesuai dengan komponen rumah sakit yang akan diaudit. 
2.2.Karakteristik Auditor 
Menurut Wiku Adisasmito (2012 : 69), secara umum seorang auditor 
harus memiliki karakteristik sebagai berikut: 
1. Berdiri Sendiri, 
2. Objektif, 
3. Berpengalaman, dan 
4. Berkualisasi 
Kualisasi auditor menurut Wiku Adisasmito (2012 : 70) dapat diperoleh 
dari: 
1. Pendidikan dan Pengalaman 
2. Pelatihan, dan 
3. Kualifikasi Personal dan Keterampilan 
2.3.Tugas Auditor 
Audit lingkungan merupakan proses verifikasi. Oleh karena itu, peranan 
utama auditor lingkungan adalah untuk menentukan kesesuaian, bukan kinerjanya. 
Berikut adalah tugas auditor menurut Wiku Adisasmito (2012 : 73): 
1. Tugas Dasar 
Tugas dasar auditor adalah memperoleh dan mengevaluasi secara objektif 
bukti audit untuk menentukan kesesuaiannya dengan kriteria audit. Selain 
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itu, tugas auditor adalah memberikan rekomendasi atas semua penemuan 
audit dan meringkasnya. 
2. Membuat Laporan 
Hasil audit lingkungan dituangkan dalam bentuk laporan. Pelaporan secara 
umum harus dikomunikasikan kepada rekanan terutama dalam penyebaran 
laporan. Kerahasiaan dari dokumentasi audit digarisbawahi dengan 
pernyataan, bahwa laporan audit di dalam adalah milik tunggal dari klien. 
3. Bukti Audit 
Bukti audit digunakan sebagai dasar penemuan audit. Bukti audit ini 
diperoleh tim audit dan wawancara, dokumen akhir, dan pengamatan. 
4. Menentukan Tujuan, Ruang Lingkup, dan Kriteria 
Sebelum audit dimulai, pimpinan audit harus membicarakan kepada 
auditee mengenai tujuan-tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit yang 
disetujui selama perencanaan audit tersebut disetujui oleh klien. 
5. Klien 
Panitia klien merupakan auditee atau beberapa organisasi lainnya yang 
membuat peraturan untuk panitia. 
2.4.Tim Audit 
Menurut Wiku Adisasmito (2012 : 75), tim audit lingkungan hendaknya 
memenuhi hal-hal sebagai berikut: 
1. Pimpinan Auditor 




Sepenuhnya mengerti dan menerapkan semua atribut dan keterampilan 
penting untuk menjamin manajemen yang efektif dan efisien, serta 
memimpin dari proses audit. 
2. Anggota Tim 
Anggota tim terdiri atas pimpinan auditor dan anggota lain yang terdiri 
atas auditor lingkungan yang mempunyai kualifikasi lingkungan. 
3. Objektivitas 
Anggota tim dibentuk untuk menjamin objektivitas proses audit dan 
menghindari konflik dari yang berkepentingan untuk menggunakan audit 
internal dan eksternal bersama-sama. 
4. Hak Perlindungan dan Pengungkapan 
Prinsip-prinsip umum mengharuskan pekerjaan auditor lingkungan dijaga 
hak perlindungan profesionalnya dan prosedur penjaminan kualitas yang 
diikuti dan ditekankan kerahasiaannya dari informasi yang berhubungan 
dengan audit dan dokumen-dokumen. 
5. Tanggung Jawab 
Tanggung jawab pimpinan auditor, auditor, klien, dan auditee harus jelas. 
Hal ini ditujukan untuk persiapan kegiatan, seperti memimpin tinjauan 
dokumen dan persetujuan antar kelompok. Klien bertanggung jawab atas 
tinjauan dan persetujuan akhir. Sementara itu, tim audit mendiskusikan 
laporan singkat, laporan rahasia, dan pertimbangan penyimpanan dokumen 
dari dokumen laporan singkat kerja audit. 
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3. Regulasi Pemerintahan 
3.1. Pengertian Regulasi Pemerintahan 
Regulasi pemerintah adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah untuk mengatur perusahaan. Aspek ini sangat penting untuk 
diperhatikan oleh perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun perusahaan 
asing. Beberapa peraturan terkait isu utama CSR di Indonesian yaitu: 
Organisational governance, Environment, Labour practices, Consumer issues, 
Fair operating practices, Human rights, Social and economic development. 
Semakin banyak peraturan yang harus diataati oleh perusahaan maka semakin luas 
pula pengungkapan yang harus dilakukan terkait pelaksanaan peraturan-peraturan 
tersebut. 
Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial 
dan lingkungan di perseroan terbatas ialah badan hukum merupakan persekutuan 
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal 
dasar yang seluruhnya bagi terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang 
ditetapkan dalam UU No. 40 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan 
pelaksanaannya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan 
yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan 
Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang 
anggaran dasar. Dalam pasal 2 UU No. 47 tahun 2012 juga menerangkan bahwa 
setiap perusahaan atau perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung 




bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan 
dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang.    
Sementara itu penelitian yang pernah dilakukan terkait hubungan regulasi 
pemerintah dan pelaksanaan CSR dilakukan oleh Anggling (2010) hasilnya adalah 
regulasi pemerintah memilki hubungan yang signifikan dengan pelaksanaan CSR. 
3.2. Kepemilikan Saham Pemerintah 
Kepemilikan saham pemerintah (government shareholding) adalah jumlah 
saham perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Melalui kepemilikan saham ini 
pemerintah berhak menetapkan direktur perusahaan. Selain itu pemerintah dapat 
mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan 
kepentingan/aspirasi pemerintah. Untuk dapat bertahan, perusahaan ini harus 
dapat mensinkronkan dirinya dengan pemerintah (Amran dan Devi, 2008).  
Di Indonesia perusahaan ini disebut dengan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN). Mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah sehingga stakeholder 
utama perusahaan ini adalah pemerintah. Dalam menjalankan operasional 
perusahaannya, BUMN berpedoman kepada perundang-undangan dan peraturan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu BUMN akan mendapatkan sorotan 
yang lebih oleh masyarakat, hal ini karena masyarakat memiliki ekspektasi yang 
lebih besar terhadap BUMN dari pada perusahaan swasta. Bagi masyarakat, 
pengelolaan BUMN yang baik mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam 
berbisnis dan dalam pelaksanaan good corporate governance.  
Berdasarkan logika diatas maka tekanan pemerintah dan publik memiliki 
pengaruh terhadap pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan CSR. 
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Akan tetapi penelitian yang dilakukan Noviyanti (2009) menemukan hasil bahwa 
hanya tekanan publiklah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan 
CSR. 
4. Akuntansi Pertanggung jawaban Sosial (Corporate Social 
Responsibility) 
Dampak besar exsternalities yang dirasakan dari kegiatan perusahaan atau 
rumah sakit terhadap kehidupan masyarakat, membuat masyarakat mengiginkan 
agar dampak ini dikontrol sehingga dampak negatif, external diseconomy atau 
social cost yang ditimbulkan tidak makin besar. Dari sini berkembanglah ilmu 
akuntansi yang selama ini dikenal hanya memberikan informasi tentang kegiatan 
perusahaan baik dengan pihak kedua. Dengan adanya tuntutan ini, akuntansi 
bukan hanya merangkum informasi tentang hubungan perusahaan dengan pihak 
kedua (partner bisnisnya), tetapi juga dengan lingkungannya pihak ketiga. 
Hubungan perusahaan dengan pihak lingkungannya bersifat non-reciprocal 
artinya transaksi itu tidak menimbulkan prestasi timbal balikdari pihak yang 
berhubungan. Ilmu akuntansi mengukur, mencatat, melaporkan externalities ini 
disebut Socio Ecomomic Accounting (SEA). Istilah lain bisa dipakai misalnya 
Eviomental Accounting Social Responsibility Accounting, dan lain sebagainya 
(Harahap, 2011 : 395-396). 
Belkoui Ahmed dalam Adithia (2012) Social Responsibility Accounting 
sebagai berikut : 
“Proses pengukuran, pengaturan dan pengungkapan dampak pertukaran 




Mathwes dalam Maheran (2011) dan Adithia (2012), telah medefenisikan 
sebagai pengungkapan informasi (kualitatif dan kuantitatif), yang dibuat untuk 
mempengaruhi berbagai khalayak. Social Responsibility Accounting juga sedang 
mendefenisikan sebagai pelaporan biaya dan manfaat yang mungkin dihitung 
tetapi yang timbul dari kegiatan ekonomi dan secara substansial diterima oleh 
masyarakat pada umunya. 
Tema-tema yang dikembangkan dalam wacana akuntansi pertanggung 
jawaban  sosial (Glautier 2000 :426 dalam Rajafi dan Irianto 2007:77) adalah : 
a. Kemasyarakatan 
Tema ini mancakup aktifitas yang terkait dengan kemasyarakatan yang diakui 
oleh perusahaan, aktifitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan seni 
serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lain. 
b. Ketenagakerjaan 
Tema ini meliputi dampak aktivitas organisasi pada orang-orang dalam 
organisasi perusahaan. Aktifitas tersebut recruitment, program pelatihan, gaji 
dan tunjangan, ,mutasi dan promosi, dan sebagainya. 
c. Produk dan Konsumen 
Tema ini melihatkan aspek kualitatif suatu produk / jasa antara lain kegunaan, 
durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam beriklan, 





d. Lingkungan Hidup 
Tema ini mencakup aspek lingkungan dari proses produksi dan pembuangan 
limbah yang meliputi pengendalian limbah dan populasi dalam menjalankan 
operasi, pencegahan-pencegahan atau perbaikan kerusakan lingkungan. 
Kategori-kategori yang terdapat dalam tema-tema pengungkapan social 
berdasarkan konsep Triple Bottom Line Reporting (Matthew dalam Rajani dan 
Irianto 2007) adalah : 
a. Tema Kemasyarakatan : 
1) Dukungan pada kegiatan masyarakat sekitar perusahaan 
2) Dukungan pada kegiatan seni dan budaya 
3) Dukungan pada kegiatan olahraga 
4) Dukungan pada kegiatan kesehatan 
5) Dan lain sebagainya. 
b. Tema Ketenagakerjaan 
1) Keselamatan kerja 
2) Kesehatan 
3) Koperasi karyawan 
4) Tunjangan dan kesejahterahan 
5) Pendidikan dan latihan 
6) Kesetaraan gender dalam kesempatan kerja 
7) Fasilitas peribadatan 
8) Cuti karyawan 




1) Kebijakan lingkungan 
2) Sertifikasi lingkungan dan AMDAL 
3) Penggunaan energi 
4) Pencegahan / pengurangan polusi (pengelolahan limbah) 
5) Dukungan pada konsevasi lingkungan 
6) Regulation compliance 
7) Rating  
4.1. Karakteristik Corporate Social Responsibility 
Menurut Parker dalam Sitepu dan Andre (2008) dan Adhitia (2012), 
Corporate Social Responsibility memiliki dua karakteristik utama, yaitu : 
a. Corporate Social Responsibility tidak hanya menilai dampak kegiatan 
perusahaan terhadap lingkungan perusahaannya, tetapi juga mengukur 
efektifitas progam sosial perusahaan. 
b. Corporate Social Responsibility melaporkan serta menyediakan system 
informasi untuk pihak internal dan eksternal yang memungkinkan 
dilakukan penilaian yang komprehensif terhadap semua sumber daya 
organisasi dan dampaknya baik secara ekonomi maupun sosial. 
4.2. Tujuan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Menurut Rajafi dkk (2007:76) menguraikan ada 3 tujuan Corporate Social 
Responsibility yaitu : 
1. Mengidentifikasikan dan mengukur kontribusi sosial neto perusahaan 
secara periodik, yang meliputi bukan hanya manfaat dan biaya sosial hang 
 31 
diinternalisasikanke perusahaan, namun juga kontribusi yang timbul dari 
eksternalitas yang mempengaruhi segmen-segmen yang berbeda. 
2. Membantu menentukan apakah strategi dan praktek perusahaan yang 
secara langsung mempengaruhi relativitas sumber daya dan status 
kekuatan individu, masyarakat, dan segmen sosial adalah konsisten dan 
prioritas sosial yang diberikan secara luas pada suatu pihak dari inspirasi 
individu kepada pihak lain. 
3. Memberika kepada semua kelompok sosial informasi yang relevan 
terhadap kebijakan, program, dan suatu perusahaan terhadap tujuan sosial. 
4.3. Ruang Lingkup Corporate Social Responsibility  
Menurut Harahap (2011:409) Corporate Social Responsibility yang 
disesuaikan dengan keadaan diindonesia yaitu: 
1. Lingkup hidup, antara lain: Pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan 
kerusakan lingkungan, konservasi alam, keindahan lingkungan, 
pengurangan suara kebisingan, penggunaan tanah, pengelolahan sampah 
dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerjasama dengan 
pemerintah dan universitas, dan lain-lain. 
2. Energi, antara lain: Konservasi energi yang dilakukan perusahaan, 
penghematan energi dalam proses produksi, dan lain-lain. 
3. Sumber Daya Manusia dan Pendidikan, antara lain: keamanan dan 
kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan 
rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha 




pensiun, beasiswa kepada keluarga karyawan atau masyarakat, bantuan 
kepada sekolah atau pendiri sekolah, dan lain-lain. 
4. Praktik bisnis yang jujur, antara lain: memerhatikan hak-hak karyawan, 
memberi kesempatan pada peranan wanita, jujur dalam iklan dan 
berbisnis, pemberian kredit ringan kepada masyarakat, servis yang 
memuaskan, produk yang sehat bagi kesehatan, jaminan kepuasan 
langganan, dan lain-lain 
5. membantu masyarakat lingkungan, antara lain: memanfaatkan tenaga ahli 
perusahaan dalam mengatasi masalh social dalam lingkungannya. Tidak 
campur tangan dalam strukutur organisasi masyarakat, membangun klinik 
kesehatan, membantu sekolah, bantuan bencana alam dan lain-lain. 
6. Kegiatan seni dan kebudayaan, 
7. Hubungan dengan pemegang saham, dan 
8. Hubungan dengan pemerintah. 
B. Pandangan Islam  
Sebuah rumah sakit / perusahaan harus menggunakan sumber daya alam 
untuk memproduksi barang produksinya harus sesuai dengan kebutuhan dan tidak 
boleh berlebihan. Dan juga dalam limbah rumah sakit hendaklah jangan sampai 
merusak lingkungan ekosistem sekitar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al 
A’raf  Ayat 56: 
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Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak 
akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmad Allah 
amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (Q.S. Al-A’Raf:56) 
Dari ayat diatas dijelaskan larangan untuk membuat kerusakan dimuka 
bumi. Dari potongan ayat yang artinya “kerusakan dimuka bumi” dapat dijelaskan 
bahwa  kita dilarang untuk perbuatan yang merusak lingkungan alam sekitar. 
Bumi yang sebagai tempat tinggal dan tempat hidup makhluk-makhluk Allah 
SWT lainnya sudah dijadikan Allah SWT dengan penuh rahmad-Nya. 
Lingkungan yang telah diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya bukan dirusak dan dibinasakan. 
Keterkaitan ayat diatas dengan peneliti ialah hendaklah manusia dan juga 
pemerintah saling menjaga lingkungan, baik itu lingkungan sumber daya alam 
maupun lingkungan sekitar (sosial). 
C. Penelitian Terdahulu 
Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh audit lingkungan 
dan regulasi pemerintah terhadap pelaksanaan Corporate Social Responsibility 
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D. Pengembangan hipotesis 
1. Pengaruh audit lingkungan terhadap pelaksanaan CSR pada Rumah Sakit 
Tipe C wilayah pekanbaru.  
Pada dasarnya tujuan berdirinya suatu perusahaan / rumah sakit untuk 
mendapatkan laba semaksimal mungkin serta kelangsungan hidup perusahaan 
tersebut sebagai tujuan jangka panjangnya. Perusahaan diharapkan dapat 
menggunakan lebih efesien sumber daya, sedikit pencemaran dan limbah, lebih 
mengutamakan penggunaan sumber daya yang dapat diperbarui dan dapat 
diminimalkan dampak negatifnya terhadap kesehatan, keamanan, serta 
kenyamanan manusia dan lingkungan dalam kegiatan produksi dan pengolahan 
pembuangan limbah. Selain itu perusahaan / rumah sakit juga harus 
memperhatikan dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ada sebagai 
peraturan pelaksanaan Social Responsibility Accounting guna meminimalisasi 
dampak lingkungan yang timbul dari kegiatan perusahaan / rumah sakit. 
Sehubungan dengan hal tersebut sangat diperlukan pelaksanaan suatu 
proses audit untuk mengawasi, mengevaluasi, menganalisis, menelaah dan 
mengendalikan sistem manajemen lingkungan yang diterapkan agar sesuai dengan 
tujuan dasar perusahaan dan sesuai dengan peraturan yang sah. Audit lingkungan 
merupakan jalan keluar yang tepat pada proses pengendalian yang diperlukan 
dalam pelaksanaan Social Responsibility Accounting khususnya kualitas 
lingkungan. Menurut Adithia (2012) dalam penelitiannya bahwa pelaksanaan 
audit lingkungan berpengaruh terhadap akuntansi pertanggung jawaban sosial 
perusahaan sebesar 68% dan sisanya sebesar 32% dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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lain yang turut mendukung. Jadi dapat disimpulkan bahwa audit lingkungan 
berpengaruh terhadap akuntansi pertanggung jawaban sosial. 
Maka berdasarkan dari uraian diatas, maka penelitian mengajukan 
hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Audit lingkungan berpengaruh terhadap pelaksanaan CRS di Rumah 
Sakit Tipe C wilayah Pekanbaru 
2. Pengaruh regulasi pemerintahan terhadap pelaksanaan CSR pada Rumah 
Sakit Tipe C wilayah Pekanbaru. 
Regulasi pemerintah adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh 
pemerintah. Peraturan ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh 
perusahaan. Beberapa contoh yang termasuk dalam regulasi pemerintah ini antara 
lain izin operasional perusahaan, analisis dan standar dampak lingkungan, 
peraturan tentang tenaga kerja/perburuhan dan lainnya. Peraturan pemerintah No. 
47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan di perseroan terbatas 
ialah badan hukum merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya bagi 
terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU No. 
40 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang 
yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang 
ditentukan dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang anggaran dasar. Dalam pasal 2 
UU No. 47 tahun 2012 juga menerangkan bahwa setiap perusahaan atau perseroan 




sebagaimana maksud ialah menjadi kewajiban bagi perseroan yang menjalankan 
kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam 
berdasarkan undang-undang.    
Sementara itu penelitian yang pernah dilakukan terkait hubungan regulasi 
pemerintah dan pelaksanaan CSR dilakukan oleh Anggling (2010) hasilnya adalah 
regulasi pemerintah memilki hubungan yang signifikan dengan pelaksanaan CSR. 
Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai 
berikut: 
H2:Regulasi pemerintah berpengaruh terhadap pelaksanaan CRS di 
Rumah Sakit Tipe C wilayah Pekanbaru. 
E. Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas mengenai pengaruh audit lingkungan 
dan regulasi pemerintah terhadap pelaksanaan coreporate social responsibility, 
maka dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut: 
Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 
(Variabel Independen)  





Audit lingkungan (X1)           
Regulasi pemerintah 
(X2) 
Pelaksanaan corporate social 
responsibility (CSR) (Y) 
